










                         
PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN                                                                      KEPUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT   KEPPRES NO 34 TAHUN 1981 TENTANG  RATIFIKASI CONVENTION  ON THE RECOGNITI ON AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS 1958                                                 DI NEGARA  INDONESIA

OLEH	: A R S E N S I U S , SH, MH

PENDAHULUAN
Sejalan dengan berkembangannya hubungan-hubungan dagang internasional,  berdampak pula pada aspek hukum  dagang internasional itu sendiri. Salah satu aspek yang cukup penting adalah berkenaan penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga Arbitrase Internasional, selanjutnya disingkat menjadi Arbitrase Asing. 
	Pada saat sekarang banyak dibentuk lembaga Arbitrase Asing sebagai forum penyelesaian sengketa dagang internasional, antara lain seperti  Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, selanjutnya disingkat menjadi Konvensi New York Tahun 1958 (New York Convention 1958).  Konvensi ini telah diratifikasi Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, selanjutnya disingkat menjadi Keppres No. 34 Tahun 1981. hal ini berarti aturan konvensi ini seharusnya dapat dilaksanakan dalam wilayah negara hukum Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan putusan Arbitrase Asing dalam wilayah forum  kita tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaan dari Keppres tersebut, oleh karena itu timbulah beberapa kasus-kasus hukum dagang internasional  yang kontroversial dan bahkan memperburuk citra peradilan kita di forum internasional, contohnya   kasus Yani Haryanto (pengusaha Indonesia) v ED & F. Man Ltd. (importir gula dari Inggris). Menurut kontrak bisnisnya, apabila timbul sengketa dagang dari kedua belah pihak akan diselesaikan menurut lembaga Arbitase dalam hukum Inggris. Karena Yani Haryanto wan prestasi, maka Arbitrase London memutuskan agar supaya Yani Haryanto membayar ganti kerugian sejumlah 3 juta poundsterling kepada   ED & F. Man Ltd. Namun Yani Haryanto justru mengajukan gugatan ke pengadilan Jakarta Pusat, dan Yani Haryanto diputuskan memenangkan sengketa dagang itu.
		Selain itu, Mahkamah Agung juga menolak putusan Arbitrase  London untuk melakukan eksekusi putusan terhadap PT. Nizwar. Menurut putusan Arbitrase London, PT Nizwar harus membayar ganti kerugian kepada  Navigation on Martime Bulgare sejumlah 72,576.39 US Dólar dan bunga 7 %, biaya arbitrase 250 Poundsterling. Alasan Mahkamah Agung, karena Keppres No. 34 Tahun 1981 belum  ada peraturan pelaksanaannya.  
	Bertitik tolak dari kasus-kasus yang ada, kemudian Mahkamah Agung (MA), telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, selanjutnya disingkat menjadi Perma No. 1 Tahun 1990,  sebagai peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase Asing di Indonesia.  Kondisi demikian sudah jauh lebih baik, karena telah ada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disingkat menjadi UU Arbitrase  Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya UU Arbitrase itu,  maka diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa dagang internasional, demikian juga bagi MA atau pengadilan Jakarta Pusat, tidak ada alasan lagi dari lembaga peradilan kita untuk menolak atau tidak mau melaksanakan putusan Arbitrase Asing. 

ASPEK-ASPEK HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE  ASING  DI INDONESIA

	Salah satu konvensi internasional yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase yang berasal dari luar negara dimana putusan itu akan dilaksanakan atau putusan Arbitrase Asing  adalah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.  	
Pada pasal 1 ayat  (1) Konvensi New York Tahun 1958, antara lain dinyatakan bahwa suatu putusan Arbitrase Asing adalah putusan-putusan yang dibuat diluar wilayah negara  lain dari tempat  dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan atas putusan  itu. Putusan Arbitrase itu memuat perselisihan dari perseorangan atau badan. Syarat kewarganegaraan yang sama bukanlah ukuran untuk menentukan suatu putusan Arbitrase Asing. Apabila para pihak yang bersengketa berasal dari  kewarganegaraan yang sama, tetapi para pihak sepakat untuk mengunakan Arbitrase Asing  sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka putusan dari Arbitrase itu merupakan putusan dari Arbitrase Asing. Demikian juga, putusan Arbitrase Asing adalah putusan Arbitrase yang tunduk dan didasarkan atas konvensi internasional.​[1]​ Termasuk pula  putusan  Arbitrase Asing menurut pasal 2 ayat (2)  adalah putusan  Arbitrase Ad Hoc Independen dan putusan dari lembaga Arbitrase.​[2]​ 
Beberapa asas-asas umum pelaksanaan putusan Arbitrase Asing yang termuat dalam Konvensi New York Tahun 1958, antara lain :
a.	Asas Reciprocity (Resiprositas)). Asas  timbal balik ini diatur pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “…any state may on the basis of reciprocity declare that it will apply the convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another contracting state…’ Sesuai asas ini, maka penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing dalam suatu negara adalah atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila diantara negara-negara yang bersangkutan telah ada hubungan ikatan  bilateral atau multilateral. Negara peserta Konvensi New York dapat menolak mengakui atau melaksanakan putusan Arbitrase asing, apabila negara yang meminta eksekusi putusan itu tidak memiliki hubungan bilateral dengan negara yang diminta.​[3]​
b.	Asas Pembatasan, yaitu hanya terhadap sengketa commercial law 
	Asas ini termuat dalam pasal 1 ayat (3) Konvensi New York Tahun 1958, yang antara lain berbunyi “…it may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationship, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of states making such declaration”. Pembatasan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan Aribtrase Asing adalah terbatas hanya  pada bidang commercial law  dari contracting state. Dalam Notes Convention New York ini juga ditegaskan kembali mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing  terhadap perjanjian bisnis  dan perdagangan (it is limited  to business and commercial transcation).
c.	Asas  berbentuk tertulis. Klausula Arbitrase yang termuat dalam Konvensi York Tahun  1958 mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis dimuat pada pasal II ayat (2), berbunyi: “…The term agreement  in writing shall include on arbitral clause  in a contract or an arbitration agreement, sign by parties or contained in an exchange of letters or telegrams”. Jika para pihak dari contracting parties menginginkan penyelesaian melalui Arbitrase atau Forum Tribunal Arbitrase, maka maksud para pihak itu harus dimuat secara tegas dalam perjanjian. Bentuk tertulis dari perjanjian arbitrase ini juga mencakup perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok; perjanjian yang termuat dalam pertukaran surat dari keduabelah pihak;  serta pertukaran telegram yang berisi persetujuan arbitrase. T. M. Radhei, memperluas perjanjian arbitarase itu dengan memasukan perjanjian melalui teleks dan faksimile tercakup didalamnya.​[4]​     
c.	Asas Final dan Binding. Asas ini dapat dilihat pada pasal III Konvensi York 1958, berbunyi : “Each Contracting parties States shall recognize arbitral awards as binding and enforces them in accordances with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards”. Asas  yang menyatakan putusan Arbitrase  itu mempunyai sifat binding adalah putusan arbitrase itu  mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Arbitrase bersifat final, dimaksudkan bahwa putusan itu merupakan putusan tingkat terakhir dan tidak ada upaya hukum banding atau kasasi  terhadapnya.  Kepada Negara yang diminta untuk melaksanakan putusan Arbitrase yang bersifat binding dan final itu, berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum acara di negara tempat dimana eksekusi itu dimohon untuk dilaksanakan.
d.	Asas eksekusi tunduk pada asas Ius Sanguinis. Asas ini juga tercermin dalam pasal III di atas, yaitu pada kalimat: “Each Contracting parties States shall recognize arbitral awards as binding and enforces them in accordances with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles..”. Hal itu berarti pelaksanaan eksekusi atas putusan Arbitrase Asing dilakukan menurut hukum acara di negara tempat eksekusi itu akan dilaksanakan.  Rumusan ketentuan tadi sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum perdata internasional mengenai azas Ius Sanguinis atau Personalitas (the personal principle) yang menegaskan bahwa hukum acara pihak berperkara yang diterapkan   harus dilakukan menurut hukum acara ditempat perkara itu di periksa.
e.	Asas Kompetensi Absolut. Asas ini dapat dilihat pada pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 berbunyi : “The  Court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed”. Pasal itu telah mengariskan Arbitrase sebagai  forum atau mahkamah bagi para pihak yang secara tegas dimuat dalam perjanjian diantara mereka untuk menyelesaiakan perselisihan yang timbul diantara mereka. Kewenangan Arbitrase ini bersifat absolut (competences absolut).  Kepada badan peradilan dari negara peserta untuk tidak mengadili perselisihan,  yang merupakan kompetensi absolut dari Arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Kewenangan ini dapat dikecualikan oleh pengadilan apabila : perjanjian Arbitrase itu batal demi hukum atau perjanjian arbitrase itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Ketentuan pada pasal II ayat (3) itu juga mengandung azas Pacta Sunt Servanda, karenanya perjanjian para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase berlaku mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya.​[5]​ 
Putusan Arbitrase asing dapat ditolak untuk diakui dan dilaksanakan oleh salah satu negara peserta Konvensi, dengan alasan-alasan :
1.	Perjanjian Arbitrase dibuat tidak sah. Perjanjian tidak sah menurut hukum yang berlaku, yaitu para pihak tidak berwenang membuat perjanjian Arbitrase, karena alasan para pihak dibawah umur atau dibawah kurasi. Perjanjian tidak sah karena  menurut hukum yang berlaku pada negara tempat dimana permohonan eksekusi diminta, dianggap tidak berwenang untuk membuat perjanjian.
2.	Salah satu pihak tidak memperoleh  kesempatan yang wajar melakukan pembelaan dalam mempertahankan kepentingannya.
3.	Putusan arbitrase yang dijatuhkan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan  atau  not falling within the terms of submission to arbitration. Jika  putusan yang dimohon   eksekusi  tidak sesuai dengan penugasan yang dilimpahkan atau putusan yang menyimpang dari  pokok sengketa yang diperjanjikan, dapat ditolak permohonan eksekusinya.
4.	Pengangkatan arbiter menyimpang, sehingga tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan para pihak dalam perjanjian.
5.	Putusan arbitrase yang bersangkutan belum mengikat atau putusan tersebut telah dikesampingkan  maupun telah ditunda eksekusinya oleh pengadilan di negara mana putusan diajukan.​[6]​  
Selain itu, alasan penolakan putusan eksekusi itu dapat juga disebabakan karena :
1.	Masalah yang disengketakan menurut hukum dari negara tempat dimana permohonan itu diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui Forum Arbitrase.
2.	Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing  akan menimbulkan pertentangan dengan ketertiban umum.​[7]​ 






PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASE ASING SEBELUM                                   KEPPRES NO 34 TAHUN 1981

Apakah terhadap hukum asing dapat dilakukan kasasi dalam persoalan-persoalan hukum perdata internasional.  Pada hakekatnya, hukum perdata internasional itu juga hukum nasional​[9]​. Soal-soal HPI dapat diuji oleh Mahkamh Agung diterima oleh  negara-negara didunia. Perbedaan pendapat hanya terletak dalam menentukan batas-batas kasasi atas persoalan-persoalan Hukum Perdata Internasional. Praktek negara-negara di dunia mengenai hal itu, beragam.  Negara-negara seperti Italia, Portugal, Rusia, Cekoslowakia, Polandia, Australia, di negara-negara tersebut putusan dari hukum asing dapat diajukan kasasi. Sebagai alasan untuk menerima pendirian ini, mengingat pada sifat hukum asing itu sebagai “hukum adanya”.  Hal ini berbeda dengan pandangan dari negara-negara Eropa Continental, seperti Perancis, Jerman, Nederland, Belgia, Luxemburg, Yunani, Spanyol. Negara-negara tersebut menganut pendirian bahwa hukum asing tidak dapat dilakukan kasasi dinegaranya. Sikap demikian juga dianut juga di Indonesia, ketika Hoge Raad tahun 1954 menolak untuk melakukan kasasi atas putusan dari hukum asing. Alasan untuk tidak melakukan kasasi atas hukum asing karena lembaga kasasi hanya dimaksudkan untuk membentuk  dan mempertahankan kesatuan interprestasi dari pada hukum awak​[10]​ 
 	Secara umum diterima suatu prinsip bahwa “keputusan dari badan peradilan asing  tidak dapat dilaksanakan pada wilayah suatu negara”. Sikap ini sesuai dengan prinsip kedaulatan negara  dalam tata pergaulan antar negara. Meskipun demikian, masih dimungkinkan suatu  keputusan dari badan peradilan asing, termasuk juga putusan yang berasal dari Lembaga Arbitrase Asing, ​[11]​ diberlakukan dalam wilayah hukum suatu negara berdasarkan prinsip pengakuan atas putusan peradilan asing  dari negara tempat keputusan itu akan diberlakukan. Untuk maksud tersebut, diperlukan adanya perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, dari  negara-negara berkenaan dengan pengakuan atas pelaksanaan  putusan badan peradilan asing  di negara yang akan  menerima dan mengakui pelaksanaan dari putusan pengadilan asing itu.​[12]​  
	Konvensi New York Tahun 1958 telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981. Dengan ratifikasi itu berarti seluruh ketentuan yang berkenaan dengan pengakuaan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing  dalam konvensi dapat diberlakukan dalam wilayah Negara  Republik Indonesia.  Namun dalam kenyataannya, badan peradilan di Indonesia tidak sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan konvensi. Sikap demikian juga tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 2944k/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, yaitu berkenaan dengan perkara PT. Nizwar versus Navigation Maritime  Bulgare. Dalam hal ini MA berpendapat bahwa  pemeriksaan dan pelaksanaan eksekusi belum dapat dilakukan karena aturan dalam Keppres itu mesti dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Sudargo Gautama, peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 34 Tahun 1981, tidak diperlukan lagi karena merupakan suatu treaty yang mempunyai sifat self executing. Dalam Konvensi itu sudah diatur mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Tata cara pelaksanaan putusan arbitrase itu sama dengan tata cara yang diatur dalam hukum masing-masing negara peserta Konvensi. ​[13]​ 
	 
PELAKSANAAN  PUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 1990

Mengenai persoalan, apakah dengan adanya Keppres No. 34 Tahun 1981 mengenai ratifikai Konvensi New York Tahun 1958, masíh memerlukan aturan pelaksanaan?  dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari hakim MA dengan kalangan akademisi​[14]​ Jadi dengan adanya Perma MA ini menjadi jawaban  atas permasalahan eksekusi putusan Arbitase Asing di pengadilan, yang selalu tidak bisa dilaksanakan. Perma ini menjadi pedoman peraturan pelaksanaan eksekusi Arbitrase Asing di wilayah  Negara Indonesia.​[15]​ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 menjadi jawaban atas kekosongan hukum atas aturan mengenai tata cara pelakasanaan putusan Arbitrase Asing di wilayah hukum Indonesia. Tidak ada lagi alasan  dari Mahkamah Agung untuk  menolak eksekusi putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Perma ini dapat digunakan untuk melaksanakan eksekusi yang sebelumnya ditolak oleh MA. Jangkauan kekuatan berlakunya Perma untuk putusan Arbitrase yang pernah diajukan tetapi ditolak oleh MA (sebelum berlakunya Perma) dan terhadap putusan arbitrase asing yang sama sekali belum pernah dimintakan eksekusi. Sikap ini semestinya dipedomani oleh pengadilan  agar tidak menimbulkan kerugian bagi  pihak pemohon eksekusi.​[16]​ 
Beberapa azas-azas hukum yang termuat dalam Perma No. 1 Tahun 1990 adalah :
1.	Asas Executorial Kracht, yaitu putusan arbitase asing dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (pasal 2)
2.	Asas Resiprositas, yaitu pengakuan dan eksekusi putusan arbitase asing bersifat timbal balik  dengan negara lain yang seimbang dan sederajat. (pasal 3 ayat 1)
3.	Asas Pembatasan, yaitu hanya terhadap putusan-putusan Arbitrase dalam ruang lingkungan  hukum dagang. (pasal 3 ayat 2)
4.	Asas Ketertiban umum, yaitu suatu putusan arbitrase asing hanya diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (pasal 3 ayat 3 )​[17]​

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING                        MENURUT UU NO 30 TAHUN 1999

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  tidak ditemukan rumusan pengertian putusan Arbitrase Asing, hanya dirumuskan putusan Arbitrase Internasional, yaitu “Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentun hukum Republik Indonesia”. ​[18]​ Dari rumusan itu berarti putusan Arbitase  dapat berasal dari Arbiter Perorangan dan Arbitrase Asing. Sebagai syarat agar supaya suatu putusan Arbitrase Asing itu dapat dilaksanakan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka  putusan Arbitrase itu terlebih dahulu mendapat pengakuan dan pelaksanaan atas putusan Arbitrase Asing oleh   Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ​[19]​. Syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat pengakuan  dan pelaksanaan di wilayah Negara  Republik Indonesia,  yaitu   :
1.	Putusan Arbitrase Asing dijatuhkan oleh Arbiter atau Majelis Hakim Arbitase di negara yang  Negara Indonesia terikat pada perjanjian internasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing.
2.	Putusan Arbitrase Asing itu terbatas pada bidang perdagangan.
3.	Putusan Arbitrase Asing tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4.	Putusan Arbitrase Asing telah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat.
5.	Putusan Arbitrase Asing yang menyangkut Negara Republik Indonesia, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung, yang selanjutnya dilimpahkan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.​[20]​ 
Putusan  Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Asing tidak dapat diajukan banding atau  kasasi, kecuali keputusaan yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan itu, dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung  akan memeriksa dan memutuskan pengajuan kasasi itu paling lama 90 hari sejak permohonan kasasi itu diterima oleh Mahkamah Agung.
Terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai putusan berkenaan dengan putusan Arbitrase Asing, dimana  Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.​[21]​ 
Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing baru dapat dilakukan setelah putusan itu didaftarkan dan dicatatkan oleh Arbiter atau kuasanya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan  pelaksanaan eksekusi disertai dengan :
1.	Lembar asli atau salinan otentik dari Putusan Arbitrase Asing, sesauai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya  dalam Bahasa Indonesia.
2.	Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Asing sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya  dalam Bahasa Indonesia.
3.	Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral denbngan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing. ​[22]​








Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan :
1.	Pengakuan dan pelaksanaan putusan dari Arbitrase Asing di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. Tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase Asing diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990. Ketentuan serupa juga dimuat dalam pasal 65 dan 66 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, badan peradilan yang berwenang menangani masalah pengakuan  dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan apabila, salah satu pihak yang bersengketa adalah Pemerintah Indonesia, maka pelaksanaan putusan Arbitrase Asing hanya dapat dilakukan setelah mendapat eksekuatur dari Mahkamah Agung  untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.




























^1	  M. Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,h. 21…..........Lihat juga pasal 1 ayat (1) Konvensi  New Tahun York Tahun 1958 :  ”This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than  the state where the recognition   and enforcement  of a such awards  are  sought,  and  arising out of differences  between  person,  whether physical or legal.   It  shall  also  apply to  arbitral  awards not considered as domestic awards in the state where their recognition and enforcement are sought”.  
^2	  Lihat  pasal 1 ayat  (2)  Konvensi  New York Tahun 1958 : “The term arbitral awards shall include not only awards made by  arbitrators   appointed  for  each  case but  also  those  made   by permanent   arbitral  bodies   to  which the parties have submitted”. 
^3	  M. Yahya Harahap, op cit, h. 22.
^4	  Idem, h. 25.
^5	  Idem, h. 26.
^6	  Konvensi New York Tahun 1958, pasal V ayat (I).
^7	  Idem, pasal V ayat (2).
^8	  Idem, pasal VI.
^9	  Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Jakarta, 1987, h.3-5.  Mengenai HPI adalah hukum nasional dijelaskan oleh beliau sebagai berikut …”Hukum perdata internasional (HPI) adalah hukum nasional. Banyak negara-negara nasional, banyak pula HPInya. Setiap negara yang berdaulat memnpunyai HPInya sendiri-sendiri”. Pada bagian lain, ia mengemukakan juga bahwa “…Istilah internasional dalam HPI hanya menunjuk pada fakta-fakta dan  materi-materinya yang bersifat internasional (asing = foreign element”. “…HPI adalah hukum nasional”.
^10	  Idem, h. 318-319….Hukum awak : hukum nasional.
^11	  Lihat Konvensi New York Tahun  1958 pada pasal  1.
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